PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG

WERATLIRAN DAERAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT 1T HMAGELANG
NOMOR 4 “TAHUN 1999

IRNESINGT A N G 3

RENCEANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
KOTAMADYA DAERAH FIfGKﬁT IT MAGELANG

DENGAN RAMMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WAL TKOTAMADYA KERPALA DAERAH TIMGKAT 1T MAGELANG

ang o oa. bahwa dalam rangka mewu)judkan Kotamadya Daerah Tingkat
IT Magelang sebagail Kota vang Hidup .Asri, Rapi. Aman
¢an Nyaman dengan predikat kota Pendidikan , kKota ABRI
dan, Kota transit menuju Kkota Pelayanan Jasa Wisata . .
perlu dikelola ., dimanfaatkKan secara optimal dan
dikembangkan sebaik-baiknva demi Kemakmuran dan kese-
Jahtercan seluruh masyvarakat : : '
il
t. bakwa untuk maksud tersebut diatas maka perlu disusun
runusan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilawvah Kota
Kotamadva Daerah Tingkat TII Mageiang untuk dimanfaat-
kKan sebagal padoman bagi pelaksanaan pasmbangunan yang
pengaturannva dituangkan dalam Peraturan Daer.h

waat = AL Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemben-—
tukan Daerah-daerah Kota . Kecil dalam 1ingKungan
Propinsil Jawa Timur , Jawa Tengah dan Jawa Barat :
Undang-undang Nomor 5 Tahun 19240 tentang Peraturan
Nasar PFPokok =~ pokok aAgraria ( Lembaran Negara
Ferublilk Indonesia Tahun 19260 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 2043 ):

2a]

Undang~-Undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang "okKok-
pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun: 1974 Ncmor 3I8. Tambahan
Lambaran Negara Republik Indonesla Nomor J037 ) :
a. lUndang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Fengalran
(Lembaran N&gara Republik 1lndonesia Tahun 1974
Nomor 465, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-
sia Nomor 304&):

;.,1

. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan
( Lembaran Negara Republik Indonssia Tahun 1980
NMoror 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-—
sia Nomer 3186 ):

6. Undang
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Undang~undang Nomor .24 Tahun 1992 tentang Per
ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia
1997 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Rep
indonesia NMomor 350L J):

Undang~undang Nomor 23 Tahur, 1997 tentang Per
laan Lingkungan Hidup (Lemnbarar Negara Rer
Thaonesia Tahun 1997 Nomor 4& . Tambahan Len
Neaara Republik ITndnnesia Nomor 34699) =

Paeraturan Femerintah Nomoir 22 Tahun 1982 te
Tata Rengaturan Air (lLembaran Neaara Rep
Tnadonesia Tahun 1982 Nomor 7457, Tambahan Lem
Negara Republik TITndonesia Mamor 2225):

Feraturan Femerintah Nomor 24 Tahun 1985 te
Jalan ( Lembaran Negara Republik Tndonesiz
1985 Nomor 37, Tambahan Lemearan Negara Rep
Irdonesia NMomor 3293 ):

Feraturan Pemerintah Nomor 14 Tanun 1987 <e
Fenverahan sebagian Urusan Pemerintah dib
Pekerjaan Umum Kepada Dasrah ( lL.embaran N
Republik Indonesia  Tahun 19%7 MNomor 25, Tan
Lambaran Negara‘ﬂepubliK Indonesia Nomor 3353)
Peraturan Famerintah Momor & Tahun 19288 te
Koordinasi Keglatan Instansi VYertikal di D
(Lembaran Megara Republilk I(nconesia- Tahun
Namor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik In
sia Nomor 3373):

Feraturan Pemerintah Nomor £) Tahun 1993 te
fnalisa mengenail Dampalk L inakurngaan ( Lem
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 bHomaor
Tambahan Lembaran Negara ResublikK Indonesia
SHTE

Feraturan Menteri Dalam Nederl dNomor 2 tahun

entang Pedoman Penvusunan Rencana Kota;

Reraturan Menteri Pelkerjaan Umum Homor 63700
tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Pengu
Sungai dan Batas Sungalil:

Reputbudsan Manterl Fekerjaan LImum [
50/KPTS/L984 tentang Perancanaan Tata Ruang X

Leputusan Menteri Dalam Nege~1 Nomor 59 Tahun
:;ntdnq Petunjuk Pelaksanaan fParaturasn Me
Dalam Negerli Nomor 2 Tahun 1987 @ tentang Pe
Pﬁnruounan Hencana Kota;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomar 84 Tahun

tentang Pebtunjuk Pelaksanaan Penvusunan Pera
Dasrah tentang Rencana Rota;

Instruksi Menteri (Calam Nege~1 Nomor 7 tahun
tentang Pengaturan <dan Pengendalian secara Pr
sional Pembangunan Rumah Tinggal Ji Wilavah 0
taan ;

Instruksi Menterl Dalam Nedgeri pomor 14 Tahun
Ja

10
tentang Penataan Ruang Terbuka Mi
Perkotaan:

e bl
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A0. Instruksi
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70. Instruksi Menteri Dalam' Negeri Momor 34 Tahun 1990
captang Pengeloldan Kawasan Lindung di Daerahl -

‘L. waraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa
Taengah Nomor 8 Tahun 1922 tentang Rencana Tata
muang Wilayah Propingi Daerah Tingkat T Jawa Tengah
( Lembaran Daerah Fropinsi UDaerah Tingkat 1 Jawa
Tengah Tahun 1994 Nomar 2 ).

arsetijuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadva Daerah’
imkat II Magelang. -

-

MEERMEBRURTE LU S8 KTanN

pretanptan @ PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  DAERAN TINGKAT I1 MAGELANG

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA KOTAMALRYA DAERAH
TINGYKAT T1 MAGELANG.

KETENTUAN  LiMiIM
Pasal L

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :
a. Daeranh adalah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Magelang :

b. Pemecintah Dacrah adalah Pemerintah Kotamadva Daerah
Ting<at I1 Magelang : '

co o Welikotamadya Kepala Dasrah  adalah  wallkotamadya
Kenala Daerah Tingkat 11 Maaslana 3

d. Puanyg adalah wadah wang meliputi ruang daratan . ruang
lauten dan ruang udara sebaga. satu Kesatuan wilavah
temeat manus la dan mahkluk hidup lainnva melakukan
kaeciatannva serkta memelihara Kelangsungan hidupnya :

v, Tata Ruang adalah wujud struktur dan pola pemanif aatan
ruang baik direncanakan maupun tidak ;

aan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang,
pamanfaatan ruang dan penaendalian pemanfaatan ruang ;-

. RFenat:

. Rencana Talta Ruang adalah hasil perencanaan tata
R i T B -

., Wilavah adalah ruang vangd merupakan kesatuan geogratis
bescrta segenap unsur terkalt padanva yang batas dan
~temnva ditentukan berdasarkan aspek administrasi

o i
dan atay aspek fungsional :

|
i. Fencana Tata Ruang Wilaveh Kota yvang selanjutnva
disabut RTRWK adalah Rencana Pengembangan Kota yang
diziapkan secara teknis dan non teknis oleh Pemerintah
Ketamadva Daerah Tingkat II Magelang wang merupakan
Rumucan Kebiljaksanaan pemanfaatan muka bumi Wilayah
Vorx termasuk ruang diatasnya, wang menjadil pedoman |
percarahan dan pengendalian Fenbangunan Kota;

-
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3 L'Jﬂawah Perencanaan adalah Wilaval yang diarahk
- pemanfaatan Ruangnya sesual denaan masing-masing js
rencana peruntukar kotas;

k. Bagian Wilavah Kota varg selaniutnya disebut B
adalah satu kesatuan wilavah daril kKota wvang berse
kutan vang merupakan wilavah terbentul sscara funy
nal atau administratip dalam rangka pencapaian c
quna pelayvanan fasilitas umum kota.

AT . JL L
AZAS, MAKSUD DAEMN TLHIAM
Pasal 2

RTRWK didasarkan atas azas : -

a. Femanfaatan ruang bagli semua kepentingan secara te
du, berdava guna dan berhasil guna, serasi, selae¢
seimbang dan berkelanjutan

b. Keterbukaan, persamaan, kKeadilan dan perlindur
hukum . '

Fasal 3 -
RTRWK dimaksudkan sebagai landasan hukum gan pedoman
mengikat bagli Pemerintah dan masyarakat dalam memant
kan Ruang Kota secara ferencana, terarah Jdan seimbang

Pasal 4

RTRWK bertujuan : ' :

a. Meningkatkan peranan kota dalam pelavanan yang |
luas  agar mampu berfungsi sepagal pusat pembang
dalam suatu sistem pengembangan wilavah :

. Terselenggaranva pemanfaatan rueng berwawasan 1it

Kungan wvang berlandaskan Wawasan Nusantara dan ¢
hanan Haw-onal - i

s Terselenggaranya pengaturan pemanfaa.an. reang kKaw
lindung budidava: '
d. Tercapainva pemnanfaatan ruang yang ber<ualitas w

Mawujudkan perlindungan fungsil ruang dan ment
serta rananggulangl dampall negatif terhadap 1i
Kungan;

- Mewujudkan Keseimbangan pola Tata Ruang vang s
cdan optimal dengan penvediacn prasarana, saran
utilitas Kkota secara tepat serta merata, seh
tercapail kualitas lingkungan. Kehidupan dan per
dupan warga Kotz dalam suasana vang aman, te
lancar dan sehat.

BaE I11
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: BAB III - R
& KEDUDUKAN OANM WIL 3YWAH l
Pazal 5 :
Kedudukan RTRYWK Daerah sebagai Dnnjdbdrﬁn dari Rencana il

Tata Ruarg Wilayvah Fropinsl Daerah Tingkat I Jawa Tengah
dijadikan partimbangan dalam penyusunan Rencana Fembangu-~
nan Kota, Fenvusunhan Rencana Destaill dan | envusunan
Rencana Teknis Ruang Kota.

< Fasal &
(1) Wilavah RTRWXK Kotamadva Daerah Tingkat I-
Magelang mencakup 2 (dua) Kecamatan dengan 14 Kelura-

han dengan luas 1&,12 Km (l.QLh_Hu)‘ vaitu :

- Kelurahan Jurangombo seluas 3,295 Km2 (329.5 Ha)
selurunnya;

-~ Kelurahan Tidar seluas 2.050 Km2 ( zQ5 Ha)
seluruhnvas; 3 _

- Kelurahan Rejowlnangun Utara seluas 1,025 Km?2
(102.5 Ha) seluruhnva:

- ¥elurahan Rejowinangun Selatan seluas 0,88 Km?2
{ 88 “Ya) selu-uhnya: by

Veiurahan Kemirirejo seluas 0,977 KmZz (97.7 Ha)

~“1n:uhnwu~ '
Kelurahan Cacaban seluas 0,507 XmZ (50.7 Ha)

Q@lUI”h“yﬂ

Kelurahan Magersari seluas 2,150 Km2 (215.0 Ha)

seluruahnyas:

-~ Kelurahan Magelang seluas 0.829 Kmz2 (82,9 Ha)
selur Un']ll“’u, :

~ Kelurahan Wates seluas 0,893 Km2 (89,3 Ha)
selurubryva;

- Kelurahan Potrobangsan seluas 1,375 Km2 (137.,5 Ha)
seluruhnyas; <

Kelurahan Kedungsari.seluas 0,898 kmZ (89,8 Ha)

S St B }!”V(l..

Keluranan Kramat seluas 2,281 Km2 (228.1 Ha)

seluruhnya; : : '

12

(Y

elurahan Panjang seluas 0,452 Km2 (45,2 Ha)
eluruhnva;
Ka urahan ﬂn'angan celuas 0,508 KmZ (50,8 Ha)
£ uruhnga-

satas Wilavah perencansan vang Jdimaksud avat
ini adalah :.

- 3ebelon Utara : Kecamatan Secang Kabubpaten
Magelanas:

Sebelah Timur = “un'ai Elo / Kecamatan 7“”01F“30
» Kabupatan Mdﬁﬁlanu, i

- Sebelah Selatan : Kecamatan Mmrtavunan Kabupaten
Magelang:

3z

- Sebelah Barat Sungal Progo/Kecamatan Bandongan

Kabupaten Magelang. .




BAB IV

-

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KO Ta

Bagian Pertans
Fanstapan Feranan dan Fungsi Kota

Pasal 7

Peranan Xota Magelang dalam Wilavah Regiona'l yait

‘Wilavah RPembangunan VII Jawa Tengah adalan sebagal pu
pertumbuhan ekonomi vang melayani Kabupaten Dati
Magelang, Kabupaten Dati [1I Wonnsobn, Kabupatein Dati
Temanggung, Kabupaten Dati I1 Furwocelo dan Kotame
Daerah Tingkat II Magelang.

Pasal &

Paeranan Kota Magelang dalam Wilayan Kortamadya Qaer
Tingkat II Magelang adalah sebagal Kota Transit,
Pendidikan., Kota ABRI menuju Kota »elavanan j
Pariwisata. '

Fasal 9

Fungsit Koka Magelang dalam Wilavatb ¥otamadya Daer:
Tingkat: Tl =

&. Pusat Pelavanan Perdagangan:

b. 'usat Pelayvanan Pendidikan:

c. Puszsat Pelavanan Pemerintahan

d: Pusat Pelavanan Jasa Transportasi:

e. Pusat Pelavanan Keschatan;

. Pusat Pelavanan Olah Raga, Rekreasil dan Wisata.

Baglian Kedua
Perwilayahan Kota

Fasal 10

Wilavah Perencanaar Kota Magelang sebagaimana disebu
dalam Pasal ¢ Peraturan Daerah ini dibagi dalam Ba
Wilavah Kota ( BWK ) sdbagal beriku® :

ity ‘

a. Bagian Wilayvah Kota I seluas 430,33 ha;

b. Bagian Wilavah Kota I1 seluas 534,5 ha;:
c. Bagian Wilavah Kota III seluas 490,2 ha;
d. Bagian Wilavah Kota IV seluas 337 ha.'

FPasal 11

Peta pembagian wilavah Kota dimaksud Pasal 10 Peratu
Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pet;
pada Lampiran 2, merupakan baglan vang tidak terpis:
dari Peraturan Daerah 1nl .

Ba<ian



Begl 1 Ketiga
Fznetapan Jumlah dan Fersebaran Pﬂnduduw

Pasal 12

Jumlah Fenduduk botamadya Dati II Magelang ditetapkan
be~dasarkan rencana perhitungan kepadatan vang :da pada .
althir tahun 2007/2008 adalah sebesar 166.801 jiwa

Pasal 13
Fenvebaran Jjumlan penduduk dimaksud Pasal 12 Peraturan
Daerah ini, masing-masing BWK dltetaphan sebagal berikut:

a. BWK I sebesar 430,3 ha dengan kepadatan 120 hrg/ha-
2. BWK II sebesar 534,5 ha dengan kKepadatan 80.org/ha:
c. BWK I1I sebesar 400,4 ha dengan kepadatan 90 org/ha;.
d. BWK IV sebesar 357 ha dengan hﬁpadatun 80 org/ha.

Fasal 14

Feta Penvebaran penduduk dimaksud Pasal 13 Peraturan
Daerah  Inil - adalah sebagaimana tersebut dalam Peta R9
pada  Lampiran 2, merupakan bagian vang tidak teirpisahkan
dari Peraturan Daerah ini. -

Baaian Keampat
Struktur Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 15

Luas Wilavah Kota 334l & Feraturan Daerah
i

in pﬁ mantaatannva dJL“ ﬂphun mmhﬁan berikut :
&. Rawasan Perkantoran 45,50 ha:

b, Kawasan Perdagangan dan Jasa 154 hag

C. o Kawasan Perumahan 679,73 ha:

al . AEWASAN l""'"" “idil‘*’ﬂn ﬂ.l 40 h"'\

e. Kawasan Kesehatan 61,55 ha:

. Kawasan Mlllt@r 157 ha:

g. Kawasan Industri dan Pergudancan 87.48 ha:
h. Kawasan M”IIQ’MI/WIaﬁid 40,29 ha:

1. kawasan Taman dan Olah Raga &7.70 ha:

) Kﬁnﬂ?nn Mutan Gunung Tidar 73,74 ha:

. Rawasar Terminal dan Parkir 14,20 ha:

1. Kawasan 3951a1 8,73 ha;

m. Kav asan Sawah 47,10 ha:

n. fawisar, Campuran 120,05 ha:

o. Lava-lwin (Sungai,Jalan,.Saluran Irigasi) 12%.03 ha-:
p. Kawasan fuang Hijauw 48,50 ha. .

FPasal Lé

Peta Struktur pemasfaatan ruang dimaksud pasal 15 Pera-
turan Dacrah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Peta
RE pada Lampiran 2, merupakan bagian yang tidak ternisap~
kan dari FPeraturan Daerah ini.

Baglan




‘Bagian

Kelima

stipuktur Utama Tingkat Pelavaran nota

Fas 11 A7/

'.—"‘ 'llf—‘u
uebdchmana

Jdil tetapkar

ud pasal 9 dan
fyer s ,L kot s

dimalks

selrodal

a. Merkantoran

b. Perdagangan dan Jasa

c. Fendidikan

d. Kesehatan

e. Qlah raga <

. Ruang terbuka dan ruang hijau
g. Tempat Rekreasi (Wisata)

n. Dasrah Militer

1. Daerah Industri & Pergudanaan
j. Pusat Transpertasi

Fasal

18

Fasilitas Jenjang kedua Kota

jeniang partama kKota sesval

SOS UL

peracda
e ada
berada
Pae it
byersada
per ada
herada
Lrse T @A
ber ada,
barada

fungsinva ditetapkan sebagal berikut

Perfkantoran

el
. Ferdagangan dan Jasa
G Phndldlhnn

d. Kesehatan
. Qldh raga

. Ruang terbuka

a. Tempat Rekreasi (Wisata)

h. Dagarah Militer

1. Daerah Industri & Pergudangan

Fasal 19

Feta penvebaran lokasi fasilitas

Reraturan Daerah inl adalah sebha
Feta RS pada lampiran 2, merupa
terpisahkan dari Feraturan QOaerah

bharaca

D&ra
10 Reraturan

dendgan

n dan fungsiny
Daerah i

i BWK Y
a) B T
a BSGET
adi BWK I
diCBEWR TX
al Bk T1T
. FW” OISR
di BWK 117X
QJ [ l-' I-".I :'\. !: "'f'.
al BWK TY

peran d:

e

di BWK II

berada di BWK TI & IV
barada o1 BWK TIT
bheiad:. di BWK II & TII
berada di BWK LTI
berada di BWi, II
barada di BWK I & TI
boragda di BWK TI
berceda di BWR II.
!
i
dimaksud Pasal 17 dan !l
g vimana ter*@buf dala
kan bagian vang tia
ini-

Bagian Keenam

Sistim Utama Transportasi

; ,
Pasal 20

Jaringan

a. Jalan arteri Primer :
Jalan . Ydani 0km 358
p@FFF ~asan l4 Meter:
Jalan Urip Sumoharjoe (Km G
perkerasan lé Meter:
perkerasan

lé‘MeterQ

I ——

Transportasi jalan rava di

Jalan Sukarno-~Hatta (Km Q-Km 2

Kp 5,082
Aam 2.

Kota terdiri

dari :

) donqxn lapa!

32) dengan lebs

.27) dengan lebar



b, Jalan rteri Sekunder -

-~ Jalan A. Yani (Km 0.~ Kmn 1.85) dengan lebar
peirkerasan 8 - 12 Meter:-

- Jalan Pemuda (Kmn O 'L, 01) aenagan lebar jper ke
san Jdalus lambat 2.4 Mer e g

Ao i
Metie g a

) Bt
dan Jalur utama £

4

~ Jalan Jdondral Seedirman . (Km 9

Kin L, 98 jdengan
@il perkerasan 8 Matear :

v
o
et
~

in Kelaktor Primer -

~ Jdalan Senopati (Km O, ~ Km 0,97) «~ Jalan Fo Dipong-~
9RRe S(KmE 0N ="Km * 1 T5q dengan lebar perkerasan Lo
Metar; 3

Jalan Pahlawan (K 0 -~ Km 2,11) dengan lebar peapr-
kKerasan Jalur lambat 3 Meter dan jalur utama 10
Mot o

o, aiEn Rolekitor Sekunder
b

Jdalan Gatatr Subroto Km0 - Km 200l = e Tentara
Pelajar (Km ©

Yo Km 0,.98) dengan lebar perkerasan
10 Meter. : '

2. Jdalan Lokal 9riper
. 1
Jalan Senpot Prawirodirjo (<Xm O-Km0,%5) ~ Jalan
Ralimas (Km 0 - Kp 0.92) dan Rencana Jalan Baru
( Jalan =umba Mertigasn dengan lalan A.
4,5%) dengan lebar perkerasan 8 Meter.
Jalan Paerintis Remardekaan (Km O ~Km 2;21) ~ Jalan
Rambutan (Km ¢ -

Km 0,1) dengan lebar perkerasap
54 Meter.

Yani Km

e

Rasal 21

Term’ nal anakutan dzlan rava ditetapkan sebagai berikut -
a. Terminal bus antar Kota berada di BWK Iv:
. werminal bongkar moat Larang berada di BRK VY
G- terrinal angkutan dalam Kota berada di @WK 17,
Rasal 22
Peta rencana sistim Utama transportasi dimaksua Pasal 20
dan 21 Peraturan Daerah ini sebagaimana tersebut dalam
Meta R19 pada lampiran 2, merupakan Pagian vang tidak

terpisahkan dari-Peraturan Daerah ini

Haaian Ketujuh
Sistim Utama Jaringan Utilitas

a o
Masal 23%

Jaringan Utilitas dinaksud dalam Peraturan
meliputi : Jariongan air bersih, Jaringan tel
Istrik, jaringan air hujan, jeringan air
das, persampahan dan hidrant.

Daerah 1ini
pon,jaringan
ljmbmhﬂjeu*ingan

FPasal

L I
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Pasal 24

stim jaringan air bersih ditetapkas sebagai berilkut :

£
]

a. Jaringan RPrimer melalui jalan Kalimas, Jalan A.Yani;iaiy
pemuda: Jjalan Taruma Negara; Jalar , Janderal Soedirsey
n o Kartini dan Jalan Ales

-

jalan Sentot Prawirodirio; Jjala
Alun Ltara.

b. Jaringan Sekunder melalul Jjalan A. Yani,; Jalan Urip Suve

Fam
)
S

(1)

%2 )

1)

A Y
]

tim nembuangan air hujan ditetapkan sebagai berikut :

hario: jalan Scoekarno Hatta; jalan gatab Subro:o; jalu
senopatiz: jalan Tentara Pelaldr; Jjalan P. Diponegoro; o
jalan Pahlawan.

=¥

Sistim Penvediaan ailr bersih ditetapkan scebagal berikuat:

a. bangunan Pengambll air raku berada Jdi luar Kota
Magelandg; . :

b, bak penampungaan air bersih berada di SBWK T & Iv:

c. pengeolahan air baku berada di HWK TI.

Pasal 25

Sistim Jaringan Telepon ditetapkan sebagai berikut:

a. Jdaringan Primer melalui jalan A.Yani; Jl. Pemuda; &
Jend. Soedirman; Jl. Gatot Subroteo; Jl. Urip Sumoharj:
J1. Soekarno Matta: Jl. Pahlawan: Jl.Tentara Pelajar:

b. Jaringan Sekunder melalul Jalan Perintis temerdekaan; Ji
S. Farman; Jl. P. Séenopakil dan Jala-ialan lokal seper

terlampir dalam peta R 2% lampiran 2

Banaunan RPengelolaan Jjaringan telaepon ditetapkan sebay
barikut:

a. @antral telepon olbomat berada di RAK 1

2
. rumah kKabel berada Ay CBWK T, VL, IETGeIE
c. wartel berada di BWK T,1L DTSN

Fasal 26

Sistim Jaringan listrik ditetapkan sebacai berikut :

a. Jaringan tegangan menengah melalui jalan Urip Sumoharje;

b. Jaringan tegangan tinggl melalui jalan A. Yeani; Jl. Per
day; Jl. Jend. Scedirman; Jl. wﬁ@kdrnﬁ Hatta: J1. Tlogow
na: Jl. Gatok Subroto: Jl- P. Senoaatix: J1. P. Diponeg:
dan Jl. Perintis Kemerdekaan;

G. Jaringan tegangan ekstra melalul Bk Iv.

Ehanglnwarw pengelola Jaringan listrik ditetapkan sebas
berikut :

a. fardu induk berada di BWK T.
[}

b. Gardu Distribusi berada di BWK I,I8,"TL,.IV

Pasal 27

&. Saluran




34 mac tac

- ~
Laad 1 TS ad

saluran Primer melalui jalan A. Yani; J1. Rambutan: J]. Jeruk:
Ji. Pahlawan; Jl. $. Parman; Jl. Sertot Prawirodirjo: JIl.
P. Diponegore; Jl. P.'Senopati; Jl. Gatot Subroto: Ji. Urip
Sumoharias Jl. Soekarno Hatta: Jl. Kvai Moio dan J1. Cempaka:

Saluran Sekundar melalul jalan Perintis Kemerdekaan: J1.
Veteran; Jl. Xartini; Jl. Sutopo: J1 Beringing Jl. Sunan
ampel: J1. Sunan Bonang dan J1l. Sunan mi,, ; _

Pasal 2&

sistim pemzelolaan air limbah industri ditetapkan sebagai
berikut : :

4. Wadub penampungan berada di BWK 1v:
L. Bangunan pengeolahan berada di BWK Tv.

Fasal 29

Sistim pengelolaan sampah ditetapkan :abaqal berikut :

a. Tempal Transper Depo berada di BWX 1. IT dan TV

L. lempat pambuangan akhir berada <i iuar Daerah (Desa
Banyw Urip Kabupaten Magelang ): ;

. Fingunan pengolahan sampah berada Ji luar Dasrah (Desa
Banyu Urip Kabupaten Magelang). '

FPasal ZQ

Feletakan hidrant ditektapkan sebagai berikuot -
. | J‘ drant Umum berada di BWK T.11 dan v S

. ridrant Kebakaran berada oi BWK T .71, I MR DL

Pasal 31

Peta sistim jaringan utilitas sebagaimana dimaksud
Pasal 24 sampal dengan Pasal 30 Peraturan Daerah ini
sebagaimana tersebut dalam peta R21-R246 pada lampiran 2
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari peraturan
Dacrah ini. :

: Bagian Kedelapan 4
Fengembangan Pemanfaatan Alr Baku
Pasal 32
Pangenbangan pemanfaatan air baku harus mempertimbangkan

kelestarian  lingkungan dan  Peraturan Perundangan yang
berialku.

Bagian Kesembilan
Repadatan Bangunan

(1) Kepadatan Bangunan ditetapkan dengan pembatasan
toefislen Dasar Bangunan (KDB) pada setiap BWK.

(2) Setiap i onmm




(2) Setiap BWK dapat ditetapkan
tukan.

(3, Pel laksanaan KOB dit tapikan
hangunan.

i
=

Kepadatan bangunan Jdi BWK I

QOE .

(1)

«~ A}
%

(2) kKepadatan bangunan di BW¥¢

53/(.'! rI':q_\.
Repadatan bangunan di
s/d 70%.

(4) Kepadatan Bangunan dJdi BWK [V, KDB-nya ditetapks
s/d 70% . !
Fasal 35

FPeta Kepadatan
turan Daerah 1inil,, adalath
lampiran 2, vang marupakan
darl Peraturan Daerah ini.

HBe ngunan

Bagian Kes

Katlinagian
HMasal

1) dari

setiap BWK.

Ketinggalan Bangunan
naksimal untuk

dmngan lebar rencana

Pasal

Peta Ketinggian Bangunan
Peraturan Daerah ini,
sebagal lampiran 2
danri

Peraturan Daerah ini.

adalah

BEAB ¥

JAONGKE WAKTL RENCANA TATA

Pasal

(1) Janaka Waktu RTR
adalah 10 (sepuluh) tahun

tahapan Pembangunan .

(%3
KN

RTRWY ditinjau Kembalil setiap 5
‘l'] ~ -

disesuaikan dengan keadaan.

(2)

I

EWK I1

dimaksud
sebagaimana
bagian

apuluh
e atinan

T

paErnukaan

jaringan Jjalan.

.. :7.7
sebagalimana

merupakan bagian

58

Kotamadyva Daer
dan

arkan

berdas

34

WD~ nwa

ditetapkal

DG

IV L

KDB~nya ditetapks
By

Pasal 3 dan z4f
Feta P27.
tidak

yang

.

'i
§

dlteu

4

(2) ¥Fetinggign Bangunan disemua BWK maksimal S .
lantai. . ’ _ﬁ
(2) Pelaksanaan Xetinggian BRangunan ditetapkan s

Canah

R

- )
T 00 7

dimaksud pasa
Peta
terpis:

sebagalmana
vang tak

K
3
o

1
g

KOTA 3

HLIAMG WILAYAH

e

Tingkat II MéQ
dalam tah

ah
dibagi

L)

(llma) tahun unfukc

{2) Perubahan




-
. I

(Y

.

—

~—
(3N
—r’

Perubahan sebagaimana dimaksud avat (2) Fasal ini do:
tapkan dengan Peraturan Daerah.

f okl

o

)
t

Pasal 39

(1) RTRWY. bersifat terRPuka untuk umum dan ditempatkan d4i
Kantor Pemerintah Daerah , Kantor Kecamatan dan Kantor

Kelurahan meupun di tempat-tempat vang mudah dilihat oleh
masvarakat .

7=
S

2) Masvarakat berhak antuk mendapatkan informasi mengenail

RTRWK secara tepat dan.mucah tanpa dipungut biava. .
BAaE VI
RPENMGELQLAAN PEMBANGLINAN KQOTA
Fasal 40 ¢
Panyusunar pelaksanaan program-program serta provek-
provek vang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah,
Swasta dan Masyarakat luas harJ° berdasar<an pada pokok-
pokok Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15
sampal dengan .Pasal 346 Peraturan Daerah ini.
S ) i 1
PENGANASEN DAaN PENGENDAL.IAN PEMANFAATAN RTRWK
Pasal 4.
Panagawasan dan pengendaYian ‘%WWJHJW guna  menjamin  terca-
painva makawd dan Ltujuan rencana sebagaimangs yang dimal-
sud dalam PFesal -2 dan 4 Pepraturan uaw5¢h anl dilakukan
s eats

aleh Walikctamadva Kepals Daerah sesuai dendgan antuean
vang bearlaku.,

Fasal 42

(1) Fengawasan terhadap pemanfaatan ruang kota dilakukan
dalam. bentulk pemantauan, pelaporan dan evaluasl.

(2) Pengandalian pﬁmunfnnfan ruang dilakukan dalam bentuk
periiinar sesual dengan wewenang vang ada pada Feme-
rintah Daerah.

BAB VITI
PENYTDTKAN DAN KETENTUAN FTDANA

Fa=al 4.3

slain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidik atas
andml pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
Paraturanr Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Peja-~
bat FPenyidik Negeri Sipil atau disingkat PPNS di
lingkungan Pemerintah Daerah, wvang pengangkatannnyva
sagual dengan Peraturan Perundangan yvang berlaku.

(2) Dalam

-----




-G 1 B

(2) Dalam melaksanakan tugas penyvidikan, Peg dwa1 e
Sipil sebagaimana tersebut pada avat (1) pas
berwenang : :

a. menerima laporan atau pengaduan dari
Tﬁnfanq adanva tindak pilidana:;

b, melakukan tindakan partama pads saat iltu dl?

rejadian serta melakukan pemeriksaan; 1

5. menvruh berhenti seorang tersanalka Lindak

dan memeriksa tanda pengenal dirl to**angka;

A. melakukan penyitaan benda atau surat vang

bungan dengan tindak pidana vang dlldhukan

<. mengambll sidik jari dan memotret fﬁruangka
f. mengambil seseorang untnk dxdﬂnle nn dlp:
Sebhagal T“F\dﬁgka atau ruk i

g. mendata nghdn rang ah. unnq dlnﬁrluk

hubunaan aﬂhqun JﬁmﬁFIFCﬂdn perkara:; X

h. mengehntikan penvidikan setelah mendapa t pe

dari Penvidik umum bahwa tidak Thzdapa

pukti atau peristiwa ftersebut bukan mqu

tindak pidana dan selanjutnva melalui f

mum membrikan pemberitahuan hal tersebut

penuntut umum, tersangka atau keluarganyas'

. mengadakan tindakan lain -menurut hukum yang

dipartanggungjawablan. ¥

3=

(Z) Panyidik Pegawal Negeri Sipil membuat Beritaff
setiap tindakan tentang : :

. pemariksaa) tersangka:

b, pemasukan  rumah;

¢. penvitaan benda;

d. pemeriksaan surat;

@. peneriksaan saksi; [

f. pemerikasaan <di tempat Kejadian dan mengipis
kepada Kejaksaan Negeri melalui Penvidik Po}w

. Pas1l 44 -

(1) Barang slapa melanggar pemanfaatan ruang webagm A
aitetapkan dalam Pasal 15 sampal dengan PJsa R
Peraturan Daerah ini-diapcam Fidana Ku-ungan sel 1 '
Tamanva & (enam) bulan atau denda sebesar-be
R, 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). A

(2) Pelanggaran vang dilakukan sebagainana dimaksyds
(L) Pasal ini diwajibkan untuk membongkar se
sangunan dengan tanpa mendapat ganti rual dan
dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun.

tindak pidana sebagaimana tersebut ayatgQy
S 6 ini, tindak pidana varg mengakibatkan pemma
dan pencemaran lingkungan diancam pidana, sey
dengan Peraturan Perundangan vang berlaku.

_‘
L
N

v =t

o
—
=

ARTENTUAN ﬁEHHLIHﬁN

Fasal 45

Ciengan e nlalunva Peraturan Daerah ini maka

a. Keglatan:
o)



a. Xeaiatan vang telah ditetankan dan kebaradaannya tidak
E:: sesuai dengan RTRWX , dapat diteruskan sepanjang
g tidak mengganggu Ffungsi . peruntukan ruang:

T‘ b Dalam hal kegiatar wvana telah adsa dan dinilai meng-
oanaqy fungsl peruntukan ruang harus segera dicegah,
- cclan o atan olnlndnhkwn ke ftempat vang Sasuai-dﬂnqan
B neruntyliznnya  selambat'=1ambatnvn Zft+iaa) tahun Unjak
e penqundangan Peraturan Daerah ini.

g

. BAR X % .
s : - :
4 KETENTLIAN PENLITLIP R

-_(. e .

B Pasal A& :
5 : . ; A

i (1) l.wmn1r1w 1 Rincign Rumusan kKebijakan Rencana Tata:g
v Ruana Wilavah Kofa Kotamadva ‘Daerabh Tingkat II Mage-
B lang dan Lampiran 2 Album Peta merupakan penjelasan
5 vang lebih rinci dan mérupakan bagian yvang tidak
gt tarpisahkan dari Peraturan Daerah ini. : e

b (?) Hal~hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah inid
seraniang mengenal teknis pelaksanaannva akan diatur’

'4;' lebhibk lanjut denaan Xeputusan Walilikotamadya Kepala
[ Damrah . : :

. (%) Soaala Peracuran DRasrah vana materinva bertentangan
ﬁ ' deanaan Peraturan Daerah ind dinvaecakan tidak berlaku
' l agi i

ﬁ '

:

Pasnal 47

Peratoran NDaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang—
o : ' . | ; . ;

R BT

L A

rva dalam lembaran Daerah Xohamadva Tinakat I1.Magelana.

Nitetankan 41  Magelang.
pada tanagal 19 April. 19%99.

SEPUAK T AN RAKYAT DAERAM - WAL TRKOTAMADYA KERALA DﬁFPﬁH
Ba-onva DATT TT MAGTLANG TTMGKAT TT MAGELANG
: KETI e S -
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P o

fopr supava setiap oranc dapat menaetahuinva memeriatah-
kan Menoundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatnn“_g




FENJELASAN ATAS .

PERATURAN DAERRARH KOTAMADYA DaATI 11 MAGELANG

o=

il B

Fasal

NOMOR 4  TAHUN 1599
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA

KOTAMRDYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

PENIELASAN UMUM

wencana Tata Ruang Wilavah Kota (RTRWK) vang se-

belumnva dJdisabut Rencana Umum Tata Ruang Kota
(RUTRK) pada prinsipnva merupakan penjabaran arahan—.
arahan poikok vang telah ditetapkan dalam rencara-
rencana pembangunan Kota balk rencana jangka paniang
dan rancana yvang realisasinva lebih pastil dan mende-

sak

Rencala Tata Ruang Wilavah Kota (ETRWK) disusun
Lntuk mernjaga Konsistensi proses peorrgembangan pem-—
bangunan Daearah, kKhususnva penataan kKota dalam hal
poenveaiaan nprasarana dan sarana sosial ekonomi serta

usulan~usulan pencegahan perusakan 1ingkungan hidup. .

Penanggung Jawab daril Penvusunan Rencana Tata Ruang

Wilavah Hota (RTRWK) Kotamadva Cati II Magelang
adalan Pemcrintah Kotamadva Daerah Tingkat 11 Mage-—
lang dengan dibantu Tim Teknis Perencanaan Pembangu-
nan Daerat. ‘ ;

FENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasel 1 a/d 4 s Cukup jelas

) - KeduduKan vang dimaksud adalah
hirarki perencanaan dibawah

Rencana Tata Ruang Wilavah

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-
Tengah. ; ' :

e

Wilavah Perencanaan vang dimak-
sud adalah Seluruh Wilavah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Magelang vang batasnva menurut
penetapan batas Wilayvah Kota.

Pasal &

z

Pasal 7 ' « Paranan KXota ™Magelang adalah
gambaran kKedudukan Kota dalam

kontek vang lebih luas yaitu

Wilavah Regional ex Karesldenan
I Kedu.
|

Pasal 10 s/d 11 » Cukup jelas

Fasal 12 = Jumlah Penduduk pada tahun

o Z00Q7/2008 dihitung berdasarkan.

rencana kepadatan tiap BWK.

Pasal 13 s/d 16 s Cukup jelas

Has oVl Sy




Fasal

Pasal
Fasal
FPasal

Fasal

Fasal

Mamal

e e e et e s gt e e L e U Mt Lo S e e <

o=
a7/ %
18 o

1

19 s/d 20 o
Fl %
2 “
o e -
25 .
24 s/d 3L =
T4 =
LRI ie T o
38 avat 1l 2

38 avat 2s/d
cavat 3

32 s/d 47

I

- Cukup Jjelas

17, ==

Fasilitas jenjang Pertams adal
fasilites kota dengan 11ngt
pelavanan skala Regional .

silitas Jenjang “eduz adal
s1litas Koba dengan lingk
pelavaran skala kKota atau GWY:

Terminal angkuian adsiah  unb
melayani. jasa transportasi b
barang, penumpany dan jasa. ..

Cukup Jelas

Jaringasn utilitas, mengganbar
sist.m Jaringan primer
sekunder Jdari masi-og-masi

Jaringan dan dizertai peta.

Cukup jelas.
Alr Baku dimialsud dal.an Perat
ran Razrah Inid melipubti =T
permukasn, «ir tanah dangkal
air tanab dalam . o

Cusup jelas.

ditbagi delam  tahapan-tahap

Pembangunan dimaksud dal

Paraturan Daerah ini adalah :

a. Tabap 1 dari Tahun 1998/1
200272008 =

b. Tahap I1 dari Tahur 2003/2
=200 "/\/'T.Z' D06 3

Cukup jelas

Cukup jelas



